
BUPATI SVMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR )0 TAHUN 2017

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a.

Mengingat

C.

bahwa untuk m eningkatkan mutu pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat di desa, perlu ditetapkan daftar
kewenangan d esa be rdasarkan hak as s i us u l dan
kewenangan lokal berskala desa;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenngan Desa, Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 1 1 Tahun 2015 tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Assi Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa sudah t idak sesuai dengan peraturan
yang lebih tlnggi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Vndang Nomor 6 T a hun
2014 tentang Desa sebagaimana t elah d i ubah d engan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 T ab un 2 015 t entang
Perubshan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Vndang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Assi Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1. Undang-Undang No mo r 69 Tah un 1958 ten tang
Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I da lam W i layah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tah u n 20 1 4 te ntang D esa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Vndang No mor 23 Tah u n 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 014 Nomor 2 44 , T ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun /



2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2 014 t entang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negate Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 3 T a hun 2 0 14 t entang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 T a hun 2 0 15 t entang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tab un 2014 t entang De sa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
t entang Pedoman Pemban gun an Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 20 16
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARIGW HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
assi usul, dan/atau hak t radisional yang diakui dan dihormati dalam
sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang d imilik i Desa meliputi
kewenangan di bidang ~yelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan De sa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan pralaum masyarakat, hak

5. Kewenangan Berdasarkan Hak Assi Usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan pr~ Desa atau p~ m as yarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyaadmt Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijaiatdran oleh Desa stan yang muncul
karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa./

assi usul dan adat istiadat Desa.



7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistern pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan u n sur ma syarakat ya n g di selenggarakan o l eh Ba dan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah desa.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besaxnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Aparatur Pengawasan Fungsional adalah aparatur yang melakukan
pengawasan yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam
menjalankan fungsi pengawasan di l ingkungan organisasi yang menjadi
tanggung jawabnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud d i tetapkannya Peraturan B u pat i i ni ad a lah d a lam ra ngka
meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan
Desa sesuai asas r ekognisi dan a sas subsidiaritas dan p e laksanaan
penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat, dan Pemerintah Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong
proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi :

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d. pembexdayaan masyarakat Desa.

BAB III
RUANG UNGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ,
meliputi:

a. kewenangan Desa bexdasarkan hak assi usul;

b. kewenangan lokal bersksla Desa;)



c. pelaksanaan kewenangan Desa;

d. penetapan kewenangan Desa;

e, pungutan Desa;

f. p endataan; dan

g. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5
Kewenangan Desa berdasarkan hak assi usul sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. pembinaan kelembagaan masyarakat;

b. pengelolaan tanah kas Desa; dan

c. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak assi usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

a. merupakan warissn sepanjang hidup;

b. sesuai perkembangan masyarakat;

c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Repubbk Indonesia;

Pasal 7
Daftar rincian kewenangan Desa bexdasarkan hak assi usul sebagsimana
dimaksud dalam Passl 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8
Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
huruf b, meliputi:

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9
Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b, antara lain:

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat;)



b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dsn kegiatan hanya di
dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal

c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari­
hari masyarakat Desa;

d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;

e. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

f. muncul karena perkembsngan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan

g. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

h. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan
dikelola oleh Desa; dan

i. k ewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan
peru ndang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Daerah.sesuai
kepentingan masyarakat Desa;

Desa;

Pasal 10
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi:

a. Individu;

b. Organisasi kemasyarakatan;

c. Perguruan Tinglp;

d. Lembaga Swadaya Masyarakat;

e. Lembaga donor; dan

f. Peru sahaan.

Pasal 11

Daftar rincian kewenangan Desa berdasarkan hak assi usul sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 12

(1) Setiap Desa melakukan pemilihan kewenangan desa didasarkan pada
daftar rincian kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini.

(2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )
dilakukan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD dengan melibatkan
unsur masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.

(3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai
dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa,

(4) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan
lokal berskala desa l a innya sesuai d engan p rakarm masyarakat,
kebutuhan dan kondisi loksl desa, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku./



(5) Hasil m us yawarah d esa ten tang p em i l ihan k ew enangan D es a
sebagaimana dimsksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara
Musyawarsh Desa.

(6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran I I I yang merupakan bagian t idak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Passl 13

desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimaxm dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar
dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi desa dalam
penyelenggaraan pemerintahaan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(1) Kewenangan berdasarkan hak assi usul dan kewenangan lokal berskala

BAB VIII
PUNGUTANDESA

Pasal 14

(1) Desa dapat m e laksanakan p u ngutan d a lam r a ngka p eningkatan
pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(2) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa pengurusan kartu
identitas hewan/ternak.

(3) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian
umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan,
pelelangan ikan, dan lain-lain.

(4) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha
bersanm antar pemerintah desa dengan masyarakat desa.

(5) Desa berwenang melakukan pungutan retribusi kepada pihak dari luar
desa, atas pemanfaatan fasilitas umum milik desa, seperti jalan ekonomi,
jalan usaha tani, jalan akses pemanfaatan bahan mineral bukan logam
dan batuan, dan sebagainya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi basil dari
ussha bersama antar pemerintah desa dengan masyarakat Desa.

(1) Pembiaysan u n tuk m enjalankan kewenangan desa bersumber dar i

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Bupatl melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan
kewenangan Desa.)



(2) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa dilakukan SKPD terkait
dan aparatur pengawasan fungsional.

(3) Pengawasan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan
berhasilguna serta berjalan sesuai dengsn ketentuan.

(4) Pengawasan o leh ap aratur pe ngawasan fu ngsional s ebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17

Pembinaan kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dan
aparatur pengawasan fungsional sebag;banana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) dikoordinasiksn dengan Kecamatan.

Pasal 18

Pelaksanaan pembin san dan pengawasan terhadap pen ataan dan
pelakssnaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Bupati dapat melimpahksn sebagian tugas kepada Camat.

Pasal 19

(I) Camat dan SKPD terkait yang menangani urusan pemerintahan desa
melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan
desa.

(2) Pelaksanakan e valuasi s ebagaimana d i maksud a ya t ( 1 ) mi n imal
dilakukan 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.

(3) Kepala Desa wajib melaporksn realisasi pelaksanaan kewenangan desa
kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dan
disampaikan paling sedildt satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pads saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangsn Berdasarkan Hak Assi
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 475), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
B upati i n i d en gan p enempatannya d a lam B erita D aerah Kabu paten
Sumbawa.)



Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggat I Pe b u a r i ' S o( 'j L

BUPATI SUMBAWA,

~M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
p data ggai 8 A .S r a ~ '

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR lO



PEN JELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR l,0 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Peraturan Bupati in i merupakan pengaturan lebih lanjut dari
ketentuan Passl 33 huruf a dan h uruf b dan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka
menyusun daftar kewenangan berdasarkan hak assi usul dan
kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak assi
usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa
sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.

Peraturan Bupat i i n i m enjadi pedoman hagi Desa dalam
menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak
Assi Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam mewujudkan
tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa
yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

II. P A SAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasa110

Cukup jelas



Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH EABUPATEN SUMBAWA RUMOR ) %77
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